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persidangan;

PUTUSAN
Nomor 1568/Pdt.G/2018/PA. Tmk

s A1 Cpan g B pany

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadiian Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjaiuhkan
putusan perkara cerai gugat antara;

_ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan

Mengurus Ruman Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di
Kp. Gnh. Hanjuang Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cibunigeulis Kec.
Bungursar Kota Taslkmalaya, daiam hal ini mambetikan kuasa
khusus kepada Uun Heriawan, SH, Advokat/Pengacara yang
berkantor di Perum Kota Baru Kencana Ji. Bandung Bick 2.A No.
134 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibaureum Kota
Taslkmalaya berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20
Oktober 2018 yang telah didaftar datam Reglster Kuasa Nomor
1940/Rag K/2018/PA. Tmk tanggal 22 Oktober 2018,sebagai
Penggugat;
mialawan

_umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Buruh Harian

Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di d/a. Bp. Karli, Kp.
Sambong Rt. 02 Rw. 03 Desa Gunungsari Kec. Sukaratu Kab.
Tasikmalaya, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mampelajari barkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktoher 2018
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didafiar di Kepaniteraan
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Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1568/Pdt.G/2018/PA. Tmk, tanggal 22 Ckicher 2018, dengan dalil-dalii yang
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pesgawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya (Kutipan
Akta Nikah Nomor : 701/87/X1/2006 Tanggai 10 Cktober 2006} ;

2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup membina
rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kp. Gn. Hanjuang Ri. 01
Rw. 03 Kel Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya dan telah
bergaul layaknya suami istri dalam keadaan rukun dan harmanis serta telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Salwa Rona Nurrajwa berusia 10
tahun dan 2. Salman Maulana bsrusia 6 tahun;;

3. Bahwa akan tetapi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang semula
rukun namun perkiraan sejak bulan mei 2012 mulai goyah betjalan tidak
harmenis, karena sering terjadi perselisihan vang disebabkan karena
Tergugat kurang memiliki pengertian dalam membina rumah tangga,
Tergugat kurang memberikan nafkah wajib (skonomi) kepada Penggugat,,
Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Penggugat tidak dapat menerima
keadaan tersebut;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Taergugat
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013, dimana Tergugat
pergi meninggalkan tempat berumah tangga dan kembali ke rumsh
orangtuanya di Kp. Sambong Rt. 02 Rw. 03 Dasa Gunungsari Kec. Sukaratu
Kab. Tasikmalaya sehingga mengakibatkan antara Penggugal dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal selama 8 tahun lamanya;

5. Bshwa untuk menjaga keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha
untuk bersabar dan meminta bantuan penasehatan kepada keluarga
maupun pihak lain, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri, dengan kejadian yang menimpa
terhadap rumah tangga seperti ini merupakan beban moral dari penderitaan

iahir batin, yang dikhawatirkan akan melanggar hak dan kewajiban yang
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ditentukan syariat Islam dan hukum negara baik dan Penggugat maupun
dari Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk
menjatani rumah tangga dengan Tergugat:

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan untuk
menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagal berikut

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan tatak satu ba'in sughro Tergugat
terhadiap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum :
Subsidier
Apabila Majslis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadi-adilnya;

Bahwa dalam perkara aguo, Penggugat telah menguasakan kepada
kuasa hukum Uun Heriawan, SH, Advokat dan Penasshat Hukum yang
mengambil domisili di Perum Kota Baru Kencana JI. Bandung Blok 2.A No, 134
Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibaureum Kota Tasikmalaya berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Oktober 20148, dan telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor
1940/Req. K/2018/PA. Tmk  tanggal 22 Oktober 2018;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersabut
diatas, dan memerlksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang
bersangkutan:;

Bahwa pada harf sidang yang telah ditelapkan Penggugat diwakili
Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap ke muka sldeng dan tidak menyuruh orang lain untuk
manghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut menurut relaas Nomor 1588/Pdt.G/2018/PA Tmk tanggal 09
Movember 2018 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suaty hatangan yang sah:
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Bahwa maijglis hakim telah menasehati Penggugat mslalui Kuasanya
agar berpikir unfuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Kuasa Penggugat
tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk berceral dengan Tergugat,

Bahwa perkara ini lidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap maeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Kuasa Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

2. Fotokopl KTP atas nama [
{Penggugat) Nemor :_ Tanggal 01-08-2012 yang

dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat
fersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah
dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.1;

b. Fotokopi Kutipan Akta Mikah MNomor 701/87/X1/2006 Tanggal 10
Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Indthiang Keta Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diber meterat
cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya vang
ternyata sesuai, lalu cleh Ketua Majelis dibsri tanda P.2;

B. Saksi:

1. I . ur 42 tahun, agama lslam,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kp. Gn. Hanjuang
Rt. 01 Rw. 03 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya,
dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugst dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada
tanggal 10 Oktober 2006 di KUA Indihtang Kota Tasikmalaya;
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Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah
dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, salksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat pada awalnya rukun dan harmonig, akan tetapl kurang
lebih sejak kurang lebin Mei 2012 sudah tidak rukun lagl sering
terjadi pertengkaran;

Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung;

Bahwa, saksi mengetahul yahg menjadi penyebab ketidak
harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada
Penggugal, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan tersabut;
Bahwa, saks! mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah
pisah rumah sejak kurang lebih enam tahun lamanya sampai
dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Behwa, baik saksi maupun pthak keluarga sudah berusaha
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi ttidak berhasil;
Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat daen Tergugat
sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan
tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga tebih baik barcerai:

2._ umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan

ibu Rumah Tangga, bertampat tinggal di Kp. Gn. Hanjuang Rt. 01 Rw,

03 Kel. Cibunigeulis Kec. Bungursari Kota Tasikmalaya., dibawah
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Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki
hubungan dengan Penggugat sebagai bibi Penggugat;

Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami
isteri yang sah yang menikeh pada tanggal 10 Oktober 2006 d
KUA Indihiang Kota Taslkmalaya;

Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Panggugat dan Tergugat
talah dikaruniai dua orang anzak ;

Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan
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pertengkaran sejak kurang lebibh Mai 2012 yang mengakibatkan
antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang
lebih enam tahun lamanya sampai dengan sekarang dan selama
berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pemah bersatu |agi;

— Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar {angsung;

— Bahwa, saksi mangetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran
Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi,
Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga
Fenggugat tidak menerima keadaan tersebut;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamalkan dan
merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasi;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup agi merukunkan Penggugat dan
Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada
harapan dapat bersatu lagi dan meiihat keadaan rumah tangganya
lebih baik bercerai;

Bahwa Kuasa Penggugat telash menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan
Penggugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dafam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat tertanggal 20 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadiian Agama Kcta Tasikmalaya dengan Nomor
1940/Reg. K/2018/PA. Tmk tanggal 22 Oktober 2018, ternyata telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor
6 Tahun 1984 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula
memeariksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan

ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18
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Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aguo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah:

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 26 ayat {1} Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan
gugatan tersebut harus diperiksa secara varstek:

Manimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas parkara ini dapat
dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat {verstek);

Menimbang, bahwa sesual dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomeor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha
semaksimal mungkln menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa
membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak barhasil,
cleh karea itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa cleh karena Tergugat fidak pernah hadir di
persidangan dalam perkara aguo, maka Majalis tidak dapat memerintahkan
para pihak untuk melaksanakan mediasi karena salah satu syarat agar mediasi
dapat dilaksanakan kedua pihak berperkara adalah harus hadir di persidangan
sebagaimana maksud pasal 7 ayat {1) Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indenesia Nemor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa bardasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1} HIR. yaitu
putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang
berdasarkan hukum dan beralasan, oieh karena itu majelis membebani
Panggugat untuk membuktikan daiil-dalil gugatannya;
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Menimbang, bahwa untuk membukiikan dalil-dali  gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yvang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok
dangan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat
tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 1685 HIR buidi
tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunysi kekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat (volfedig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokeopi Kutipan Akta Nikah) yang
merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegejen dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat
dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal
165 HIR bukti tersebut tefah memenuhi syarat farmal dan materiil, serta
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vofledig en
bindende hewijskrachl);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9@ Tahun 1975, Majelis Hakim periu mendapatkan
keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami
istari itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat;

Manimbang, bahwa sakst 1 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sasuai dengan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi
1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adalah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan cleh Penggugat, oleh karena itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 171 HIR sshingga kelerangan saksi tersebut memiliki

kekuatan pembuidian dan dapat diterima sebagai alat bukti:

Halaman & dari 14 halaman, Putusan Nomeor @ 1588 /P dt. G20 188 TmK.
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, adalah keluarga atau orang
dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat {2) Peraturan
Pemarintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum islam. Saksi
2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat
formal sabagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Panggugat mengenai hubungan
Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, adafah fakta yang sering dilihat dan didengar langsung dan
relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karana itu
keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materill sebagaimana teiah
diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat buktl;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lgin olsh karema itu
Keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasa! 172 HIR;

Menimbang, bahwe berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2
Penggugat, terbukti fakia kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah Kota Tasikmalaya;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isterl yang menikah
pada tanggal 10 Oktober 2008 di Kecamatan KUA Indihiang Kota
Tasikmalaya ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
telah dikaruniai dua orang anak:

4,  Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak kurang labih Mai
2012 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan
bertengkar;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat kurang membaeri nafkah
kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak menerima keadaan

tarzebut;

Hataman ¥ dari 14 hataman, Putusan MNomer : 1562/Fde G 2018/ PAYmE,
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Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat
dan Tergugat sudah pisah rumah sejak kurang lebih enam tahun lamanya
dan selama itu pula keduanya tidak pemah berkumpul lagi dan tidak
meiaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana
lzyaknya suami isteri;
Bahwa, baik majelis hakim datam persidangan, maupun pihak keluarga
Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehatt Penggugat dan
Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk
merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena
Penggugat bersikukuh ingin bercerai dangan Tergugat;
Bahwa kedua saksi sudah fidak sanggup lagi untuk merukunkan
Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan
Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam
rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Disclaimer

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah vyuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang
sah;

Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah {marrisge
breakdown) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagl (onhee! baar
twasspall);

Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan

yang melawan hukum;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor - 1568/ Pdt.G/2018/PA Tmk.
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Disclaimer

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat

mengkonstituir sebagai berikut:

1.

Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat
bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo.
pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-undang Nomer 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat
(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1875, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan
belum pernah  terjadi perceraian  menurut  hukum  dan
perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka
masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan
tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara inl (persona standi in
Judicio), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama:
Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk
bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah
terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat,
dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih
pendapat ahli fikih dalam kitab Al-lqna juz || halaman 133 yag dijadikan
sebagal pendapat Majelis sebagai berikut:

dilh Ll ade alb ga g3l da g3l 4 ) ase i) 13

Artinya: "Disaat istrl telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka
hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu:

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Momor ! 1568/Pdt.G/2018/PA.TmEK,
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Disclaimer

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan
untuk dipertahankan lagi (onhee! baar tweespalf), sehingga tujuan
pemikahan untuk membina keluarga sakinah, mawsadah, warohmah
sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo.
Pasal 3 Kompilasi Hukumn Islam dan sebagaimana dimaksudkan & Qur'an
Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga
Panggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk
dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari
pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada

mengharap mastahat, sesuai dengan Qoidah Figivah:
raall la Je adka duliall ¢ 0

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kehaikan”
Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun,
talah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta
hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 19 huruf {f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f} Kompilasi Hukum lslam, sehingga gugatan Penggugat
paiut untuk dikabulkan;

Bahwa alasan perceraian Panggugat tidak disehabkan suatu perbuatan
yang melawan hukum (onrechfmatige daad), maka sesuai Pasal 125 (1)
HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat

telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan
berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan
Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap
Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf ¢, Kompilasi Hukum Islam, majslis akan
mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra

dart Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 12 dari 14 halarman, Putuzan Nermor - 1S6APdtG/2018/PATmEK.
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Disclaimer

Menimbang bahwa talak satu ba’in sughra merupakan talak yang
dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum
dati talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup
bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara a guo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedya dengan lindang-Undang Nomer 5C Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya parkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimhangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka dalam musyawarah majslis telah berkesimpulan yang pada
pekoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini:

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di parsidangan, tidak hadir
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

Menjatubkan talak satu ba'in sughro Tergugat (NG
terhadap Penggugat [ IEEGNGEEE

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar hiaya perkara sejumlah
Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puuh satu ribu repiah);

Demikian diputuskan dalam rapat parmusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 Maseft, bertepatan
dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hiriyah, cleh kami Supian Daslani, S.Ag.,
MH. sebagai Ketua Majelis, Dadi Aryandi, S.Ag dan Lia Yuliasih, S.Ag.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari ltu juga, oleh Ketua Majelis tersebut
dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu aleh Ervina
Oktriani, SH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat:

Halaman 13 dari 14 halarman, Putusan Momor : 1568/Pdt.G201R/PA, TmE,
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Hakim Anggota Majelis

Dadi Aryahdi, S.Ag. Supian Daelani, S.Ag., MH.
Hakim/Anggota

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ervina Qktrrani, SH.

Perincian Biaya:
1. Pendaftaran ; Rp. 30.000,-
2. Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,- :
5. materai ; Rp. 6.000,-
Jumiah Rp. 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Momor | 1568/ Pdt.G/2018/PA. TmK.
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